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KEPUTUSAN

DEWAIT PERWAIIILIIN RAI(YAT DAERAII
KOTA MEDAN

NoMoR: ltl lLqnl Kep-DPRD/o212o22

TEI{TAITG

DEWAN PERWAXILAT{ RAI(YAT DA.ERAII KOTA MEDAN

Menimbang a bahwa masa tugas Panitia Khusus Pembahasan Ranperda
Kota Medan tentang Penetapan Zonasi PKL di Kota Medan
belum selesai tetapi masa kerjanya telah beral<hir, maka
dipandang perlu menambah Perpanjalgan masa ke{a Panitia
Khusus;

bahwa untuk melaksanakan penambahan masa ke{a
sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengar Surat Keputusan DPRD Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan [,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor lO92 l;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20O3 tentang Ketenagakerjaan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang perbendaharaan
Negara (kmbaga Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor
5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20
tentang Cipta Ke{a (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
47241 sebagatmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang
(t,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O20 tentang Cipta Kefa (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2O08 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengalr (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O08 Nomor 93, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2O2O terrtang Cipta Kerja
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahar l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O19 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3398);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
l82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O14 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah da-n Dewan Perwakilan Daerah
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 lentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrl,},ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor l3l,Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
3867);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 20O6 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O1l tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang
Penyelenggaraal Kesejahteraan Sosial (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60aa1);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tanbahan [,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan
Pangan (L,embaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019
Nomor 249);

21. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2Ol2 tentang Koordinasi
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 291);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1557);
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24. Peraturan Daerah kota Medan Nomor O8 Tahun 20O9 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun
2006-2025 (l,embaran Daerah Kota Medan Tahun 20O9 Nomor
08);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2O09 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 23);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2Oll-2O31
(kmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);

27.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 09 Talun 2O14 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 09);

28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor O2 Tahun 2015 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan 7-nnasi Kota Medan
Tahun 2015-2035 (lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2Ol5
Nomor 02);

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2O2l tefiang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Medan Tahun 202l-2026 (kmbaran Daerah Kota Medan Tahun
2021 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan(I,embaran Daerah Kota
Medan Tahun 2021 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2O2l Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 1l);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tehun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;
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32. Peraturan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kota Medan Nomor
1 Tahun 2O2O Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2Ol8
Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2O2O

Nomor.

Memperhatlkan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Surat Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota
Tentang Penetapan Zonasi PKL di Kota Medan
l8/Pansus-PKllll2D22 Tanggal 24 Januai 2022
Permohonan Perpanjangan Masa. Kerja Panitia Khusus.

Medan
Nomor:
tentang

MEMUTUSI(AN:

I(EPUTUSAN DEWAIT PERWAXIIIIN RAIffAT DAERAII KOTA
HEDAJT TEITTANG PERPAITJAITGA.IT MASA KER*'A PAITITIA
XIrUSUS PEUBAHASAN RANCANGAN PERATI'RAN DAERAII
K(yTA MEDAN TENTANG PEITETAPAN ZOI{ASI PXL DI KOTA
UEDAN.

Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang
Penetapan Znnasi PKL di Kota Medan sebagaimana tercantum
pada l,ampiran Keputusan DPRD Kota Medan Nomor
17LllO727 lKep-DPRD/8/2O21 tanggal 31 Agustus 2021, daJam
melaksanakan tugasnya diperpanjang masa ke{anya selama 6
(enam) bulan kedepan sampai dengan tanegal 31 Agustus 2O22.

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU
berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada
Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota
Medan.
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan
perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat
kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

Dltetapkan di Modan
pada tanggal 2l Februarl2O22

DEWAN PERWAXILITN RAI(YAT DAERAH
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Wakil Ketua, trf6kil llaHl Ketua,

II. IIIWAIT RITONGA,S.E.,M.M H. RA.TITDIII SAGALA"S.Pd.I II BAHRIIMSYAH,S.II.,M.II

Te
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinal DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badal Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan

,_-
-t

OP R MEDA.IT

v/.

\ 1F
\


